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This study aims to determine (1) the judge's action in completing the crime 
of child in Merauke District Court (2) determine the implementation of the 
provision of legal protection against criminal as a child in proceedings in the 
District Court of Merauke.  
This study was carried out in their in Merauke Merauke, especially in the 
District Court. The method used in this is the use of primary data and secondary 
data, the data obtained in this study qualitatively managed.  
The results showed that the implementation of the trial in a criminal case 
settlement is done by children in Merauke District Court in the case of criminal 
offenses of murder, fighting in public, assault, theft and promiscuity, most (86%) 
were completed through the criminal justice system. And in the case of the crime 
of theft and gambling fraction (14%) were completed outside of the criminal 
justice process by using diversion. 
The process of implementation of the trial to the protection of children's 
rights as a criminal in Merauke District Court trial done at the beginning and until 
there is a final decision that the proceedings concerning the granting of legal 
protection of the rights of children as criminals are still not fully run optimally, 
because as a child criminals do not want to use his rights as a child in the legal 
protection  







Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa untuk 
menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, 
terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 
kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi 
Anak.Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak 
tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. 
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi 
oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak). 
Dewasa ini banyak anak yang melakukan kejahatan yang merisaukan 
masyarakat terlebih lagi apabila  anak sampai melakukan pelanggaran terhadap 
56 
 
hukum pidana. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa sistem pertanggung 
jawaban pidana anak (termasuk pemberian tindakan) pada dasarnya masih sama 
dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa yaitu berorientasi pada pelaku 
secara pribadi/individual. 
Penerapan prinsip ini kepada anak masih perlu dikaji, karena anak belum 
dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu 
penerapan prinsip umum ini harus dilakukan hati-hati dan selektif, dengan 
mengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak adalah berbeda. Tentu 
masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kekurang 
mandirian dan ketergantungan si anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau 
kejahatan sebenarnya adalah “korban lingkungan”, oleh karena itu sepantasnya 
dikembangkan dalam pemikiran/gagasan/strategi dan pertanggungjawaban 
struktural/fungsional artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk 
mempertanggung jawabkan dan membina si anak sebagai pelaku kejahatan. 
Melainkan hal ini juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina 
(melakukan treatmen) si anak sebagai  pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi 
untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang 
struktural/fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya 
kejahatan/tindak pidana yang dilakukan si anak. 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis sosiologis dengan 
pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah untuk menganalisa proses 
persidangan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Merauke  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, khususnya pada 
Pengadilan Negeri Merauke. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas 
dasar pertimbangan bahwa fokus penelitian secara langsung melibatkan unsur 
pihak-pihak tersebut diatas.  
3. Populasi dan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah, Hakim pada Pengadilan Negeri 
Merauke. Pengambilan sampel secara  purposive sampling, Sunggono (2012)  
yaitu Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang 
didasarkan pada tujuan tertentu yang memberikan kesempatan yang sama. 
4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder, data 
primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
penelitian yang bersumber dan responden atau informan sebagai sumber data. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan studi kepustakaan, 
bahan-bahan dokumentasi dan instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis 
lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk peraturan 
perundang-undangan yang terkait.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah : 
a. Data primer antara lain Studi Kepustakaan/Dokumentasi, yaitu menelaah 
bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan 
perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti, Marzuki (2011). Data primer, diperoleh dari 
aparat penegak hukum yang  terkait dengan perlindungan hukum 
terhadap korban dalam tindak pidana perkosaan pengumpulan data 
diperoleh dengan cara wawancara, yaitu: (a) Wawancara, dilakukan 
terhadap narasumber (informan) secara langsung sebagai sumber 
informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, 
motivasi, serta cita-cita informan dalam perkara tindak pidana dengan 
anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Merauke; (b) Studi Dokumen: 
mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan 
penyelesaian perkara melalui jalur peradilan. Dokumen dimaksud antara 
lain tuntutan hukuman dan putusan Pengadilan.  
b. Data Sekunder, diperoleh melalui telaah studi dokumenter, buku-buku 
teks ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen resmi 
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instansi penelitian , browsing yaitu mencari data dan informasi melalui 
media internet. 
  
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and 
freedoms of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 
kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam 
masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari 
ditetapkannya sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan anak. 
Beberapa diantaranya yang eksplisit anak dapat dijumpai dalam :  
1. 1924 Geneva Declaration of the Rights of the Child  
2. 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child  
3. 1966 Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child  
4. 1966 internasional Covenant on Economic, social and Cultural Rights  
5. 1989 UN Convention on the rights of the Child 
Pada dasarnya, instrument- instrument di atas telah menerapkan seperangkat 
hak anak ddan kewajiban Nentuan gara-negara yang menandatangi  dan 
meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan 
anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, 
pendidikan  anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan 
hak-hak ekonomi, social dan politik, serta budaya.  
Dalam ketentuan tersebut maka Negara kita sudah seharusnya mengakui hak 
setiap anak yang melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan 
dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai-nilai anak, yang 
memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut 
seorang anak dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum; 
serta secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan 
terhadapnya, serta untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam 
mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya di persidangan. 
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Seorang anak harus diperiksa oleh pihak yang berwenang dalam suatu 
pemeriksaan yang adil sesuai dengan peraturan perunndang-undangan, adanya 
bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak dan kecuali jika dianggap bukan 
untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau 
situasi anak, orang tua dan walinya yang sah. Jika dianggap telah melanggar 
hukum, setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau 
kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak 
memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang yang berlaku. 
Dalam menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana anak di Pengadilan 
Negeri Merauke, ditemukan adanya kekurangan hak mutlak perlindungan anak 
yang terdapat dalam jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan 
peradilan antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam 7 (tujuh) 
ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang 
sangat mandasar yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara 
lain : 
1. Hak untuk dianggap tidak bersalah/asas praduga tidak bersalah 
2. Hak  untuk diberitahukannya tuduhan 
3. Hak untuk tetap diam 
4. Hak memperoleh penasihat hukum 
5. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali 
6. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi 
7. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi 
Senada dengan hal tersebut di atas, maka jaminan khusus perlindungan anak 
dalam bidang hukum sesuai jaminan proseduralnya dalam proses persidangan di 
Pengadilan Negeri Merauke dalam hal perlunya dilakukan penangkapan dan 
penahanan terhadap seorang anak, orang tua atau wali harus sesegera mungkin 
diberitahukan. Bahkan hakim atau pejabat yang berwenang tanpa menunda waktu 
harus mempertimbangkan masalah mengeluarkan anak tersebut dari pengkapan 
dan penahanan. Kontak antara aparat penegak hukum dengan anak pelaku 
pelanggaran harus didasarkan pada cara-cara; menghormati kedudukan hukum 
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dari si anak, memajukan kesejahteraan anak, dan menghindarkan hal-hal yang 
dapat merugikan si anak. 
Dengan demikian, tampak nyata betapa besarnya dampak yang di 
tumbulkan dari tahap proses peradilan di Pengadilan Negeri Merauke terhadap 
mekanisme proses peradilanya. Keadaan demikian akan semakin parah (Acute) 
apabila terjadi dalam system peradilan tindak pidana anak yang secara nyata 
menangani para pelanggar anak di bawah umur. Oleh karena itu sangatlah tepat 
apabila SMR-JJ (Bejing Rules) memberikan penekanan pentingnya 
memperhatikan prinsip-prinsip penanganan pada tingkat penyidikannya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya kesatuan khusus aparat 
kepolisian yang terlatih dalam menangani dan melayani anak pelaku pelanggaran 
sebagaimana ditegaskan dalam jaminan prosedural yang harus dipenuhi pada 
setiap proses peradilan anak.  
Selain itu, menangani masalah anak pada tingkat proses peradilan dipandang 
perlu juga adanya jaminan bagi aparat penegak hokum untuk mengambil tindakan 
dalam menangani masalah anak pelaku tindak pidana diluar aturan formal, 
sepanjang ditujukan demi kepentingan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam 
commentary bahwa pengalihan (divertion) yang melibatkan pengalihan dari 
proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu 
dasar formal dan informal di dalam beberapa system hukum. Praqktik pelayanan 
demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negative yang 
ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam 
proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan 
deminkian, pengalihan mungkin dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat 
keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut atau pada tingkat pengadilan. Hal 
tersebut bergantung system aturan dan kebijaksanaan masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang ada. Penerapan mekanisme tersebut disemua 
tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam 
proses peradilan. Walaupun dalam praktik tindakan diversi dilakukan terhadap 
kasus-kasus yang tidak serius, namun tidak menutup kemungkinan untuk 
diterapkan tidak hanya kepada kasus-kasus yang ringan saja. 
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Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam tindakan pengalihan adalah 
adanya persetujuan dari anak yang bersangkutan, orang tua atau wali, karena 
tanpa persetujuan demikian bertentangan dengan konvensi mengenai Abolition Of 
Force Labour.  
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan 
demi tercapainya kesejahteraan anak, maka criteria/standar berat ringannya 
pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih 
didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya 
pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan didalam 
lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk 
orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang 
diancamkan. 
Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi 
kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh 
mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrument 
internasional, bahwa tidak seorangpun akan dirampas kemerdekaannya secara 
tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus 
sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling 
pendek. 
Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara 
manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas 
kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap 
sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan. Sementara dalam ketentuan 
Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak 
harus dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal 
mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak 
melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus 
melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk snaksi lain yang lebih 
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tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi 
factor pertimbangan yang utama.  
Atas dasar hal itu, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, 
hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlakukan dalam penanganan anak, 
serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan 
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